PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 503/3-1UP.OP4/DS-DPMPTSP/IV/I11/2020
TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN TAHAP PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI
PRODUKSI KOMODITAS BIJIH BESI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BARATALA TUNTUNG
PANDANG DI KECAMATAN BAJUIN DAN KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT
(KW. 06 TW.IV-166/KALSEL, BLOK )

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang  : a. bahwa surat permohonan PERUSAHAAN DAERAH BARATALA TUNTUNG
PANDANG Nomor BTTP-110/Um.1/X/2019 tanggal 18 Desember 2019, perlu
untuk ditindak lanjuti; '

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan Pertimbangan Teknis Dinas Eferg;l dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 540/479-
BMB/DESDM tanggal 27 Januari 2020 Perihal Petimbangan Teknis dan surat
Nomor 540/893-BMB/DESDM tanggal 17 Februari 2020 perilial Persetujuan
Perubahan Susunan Direksi PD. Barata Tuntung Pandang, diterima tanggal
18 Februari 2020 telah memenuhi persyaratang

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimanapdimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang  Persetujuan Pcrpanjangan_'l‘ahap
Pertama lzin UsahayPertambangan Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi
Kepada Peru$Sahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang di Kecamatan Bajuin
dan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (KW. 06 TW.IV-
166 /KALSEL, BLOK I); * ‘-._.,,.-_ o

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1958 tentang Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957
antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan
Selatan schagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); ’

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ’

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungs

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara chﬁhlik lndo:c?sﬁ;n'ra;]]::ﬁ

;”Eg::];-\omor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentanpg P )

Perundang-Undangan {Lembaran Negara “t'lmhlligk f}':ﬂ::rri:i:::m'?-ﬂ:fmlffzmm

Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nunmr'S'z.'lr‘lﬂ; 011
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9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5587) gehagnimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dacrnh Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahu
dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemerintah
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamb
Republik Indonesia Nomor 4593);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi
Penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 T
Wilayah Nasional (Lembaran Negara R

48, Tambahan Lembaran Negara Repub
14.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan

Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4947);

15. Peraturan Pemerintah ta Cara Penentuan

n 2005 tentang pedoman Pembinaan
an Dacrah (Lembaran Negara
ahan Lembaran Negara

ahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
epublik Indonesia Tahun 2008 Nomor

lik Indonesia Nomor 4833);

Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ta
Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Pencrimaan Negara Bukan Pajak Yang
Indonesia Tahun 2009 Nomor 38,

Terutang (Lembaran Negara Republik

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4995);
19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pclaksanaan

16. Peraturan Pemgczintab Nomor
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomeor 25, Tam : Y epublik Indonesia Nomor
5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2011 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
rta Kedudukan

2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang se
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan

baran Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Lembaran Negara Republik

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (
[ndonesia Tahun 5010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5111); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012 Tentang Perubahan
Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2012 Nomor
5282); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
:ntah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara;
19.Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pas
tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 13(;;1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); f
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis d i
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padga Kcr: cn??na?qn{gitas .J;lsa
Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)_ 012
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingk ’
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 f;gngl;ll{mzan
, ahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

22.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Minera
tentang Pcngutamaan Pemasukan Kebutuhan Miner:
kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Ine
Nomor 549);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 T
Dinas di Lingkungan Pemerintah Dacrah;

24.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
tentang Tata Cara Penctapan Harga Patokan Mineral
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);

25.Peraturan Menteri  Dalam  Negeri - Nomor 24 Tahun 2011 tentang
bagai Wakil Pemerintah di

Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sc

Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 342),

scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kecmpat Atas
Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah;

27 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral

dan Batubara (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
al Nomor 07 Tahun 2013

28 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Miner.
tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan
Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
165) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral"Nomior 20 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 993);

29, Peraturan MenterizDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukuifi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036); , { l \ & B

40, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan,
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

31.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan
Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

39, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan
Pertambangan Mineral dan Batubara;

33.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan,
Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan
Batubara;

34.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pengaturan Penggunaarn Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan

Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3) scbagaimana telah diubah dengan

Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus

untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Sclatan Tahun 2012 Nomor 3);

Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 T

Reklamasi Lahan Pasca Tambang Batubara (Lcmbara:?hgge?-gl},s FEcnt.:;mg

Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 1); RIS

16. Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Di!cm?: 'E‘f::;?] ?Olg'ﬁ_tc'maug
Selatan Tahun 2014 Nomor 6); si kalimantan

37.Pers z acrah Provinsi Kalime 3

17 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Sclatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang

| Nomor 34 Tahun 2009
1l dan Batubara untuk
lonesia Tahun 2009

ahun 2009 tentang Tata Naskah

Mineral Nomor 17 Tahun ZU‘IO
dan Batubara {Berits

Nomer 11 Tahun 2018
Dan Pelaporan Pada
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

-4-

alimantan Seclatan Tahun

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi K
Selatan Tahun 2015

2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Nomor 9);

38.Peraturan Daerah Kalimantan Sclatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Provinsi Kalimantan Sclatan;

39.Peraturan Dacrah Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

40.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 013 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum untuk Angkutan
Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Berita Dacrah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 13);

41.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2017 Sebagaimana
diubah pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pclaksanaan Kewenangan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan

Selatan;
42 Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48/ 0582/UKM /2017
bernur Kalimantan Selatan Nomor

tentang Perubahan Atas keputusan Gu
188.48/0316/KUM/2017  tentang Pelimpahan Kewenangan/Delegasi
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi

Kalimantan Selatan;
43.Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545/81-IUP.OP/DPE/2010 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Képada PD. Baratala

Tuntung Pandang.
MEMUTUSKAN«

KEPUTUSAN ~ KEPALA DINAS. PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU'TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN TAHAP
PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KOMODITAS
BIJIH BESI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BARATALA TUNTUNG PANDANG
DI KECAMATAN BAJUIN DAN KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH
LAUT (KW, 06 TW.IV-166/KALSEL, BLOK 1).

Memberikan Persctujuan lzin Usaha, Pertambangan Operasi Produksi

Komoditas Bijih Besi Kepada :
Nama Perusahaan . PERUSAHAAN DAERAH BARATALA TUNTUNG

PANDANG;
Jalan Parit Baru, No. 12A, Pelaihari, 70813,

Alamat
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan
Selatan;

NPWP : 03.164.407.3-731.000;

Sesuai dengan Salinan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor
188.45f1038‘KlJM/2019 tanggal 18 November 2019, dengan susunan Direksi
dan Pemegang Saham sebagai berikut :

Direksi :
1. IR. AGUS SEKTYAJI (DIREKTUR UTAMA); 2. IR. BEBEN TARUKA UMBARA

(DIREKTUR OPERASIONAL); 3. IR. ABDURRAHMAN (DIREKTURUMUM]J;

Pemegang saham :
BUPATI TANAH LAUT;

Lokasi Penambangan

- Desa : ;
- Kecamatan : Bajuin dan Batu Ampar;

- Kabupaten :  Tanah Laut;

- Provinsi : Kalimantan Selatan;

Kode Wilayah : KW.06 TW.IV-166

Luas . 451,9 Ha; BB BLOK L
Komoditas :  Bijih Besi;

Dengan daftar koordinat dan peta Wilayah [zi e

. i aye n Usaha Pert:

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan Lampir;m I[rE:::Ll:t' gan [WIUP].
usan inj,
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KETIGA Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mempunyai hak untuk

mclakukqn kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, di
da_lam Wilayah Izin Usaha Pertambangan sclama 7 (tujuh) tahun, terhitung
sejak tanggal 30 April 2020 dan berakhir pada tanggal 30 April 2027;

KEEMPAT Izin Usaha Pertambangan Opcrasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan
kepada pihak lain;

KELIMA Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam melaksanakan
kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam
Lampiran lII Keputusan ini;

KEENAM

Sclambat-lambatnya 60 (cnam puluh) hari kerja getelah  diterbitkannya
Keputusan ini, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sudah
harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada
Gubernur Kalimantan Seclatan cq. Dinas Encrgi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Sclatan untuk mendapat persctujuan;
KETUJUH : Terhitung 90 (sembilan puluh) hari kerja scjak persetujuan RKAB sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEENAM, Pcmegang Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan;
KEDELAPAN : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak diperbolehkan
melakukan penambangan di wilayah kawasan hutan sebelum memperoleh izin
pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; _
Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara,
dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang [zin Usaha Pertambangan Operasl
Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan schagaimana dimaksud
dalam Diktum KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH dan KEDELAPAN
serta Lampiran Il Keputusan ini, melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan,  scrta
dinyatakan pailit sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan
KESEPULUH . Jika dikemudian hari, diketahui bahwa pada saat pengajuan permohonan
perizinan terdapat data isian yang tidak benar dan atau salinan/fotocopy yang
tidak sesuai dengan aslinya, maka Keputusan ini batal dengan sendirinya.
KESEBELAS . Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan.
. § " 2 \ 4

KESEMBILAN

i |\ Ditetapkan di Banjarbart
T .\ Ppada tanggal 18 Februari 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

H. NAFARIN

Tembusan Yth. : )

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RL.

Menteri Keuangan RIL

Gubernur Kalimantan Seclatan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

10. Bupati Tanah laut. )

11 Kepala Biro Hukum dan llumas{l{cpalg Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
Luar Negen, Sctjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

12 Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mincral

13 Direktur Pembinaan Program Mincral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral 7

14 Durektur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

15 Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan, al.

16 Kepala Dinas Encrgl dan Sumber Daya Mineral Provinsi kalimantan Selatan.,
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17. Dircksi PERUSAHAAN DAERAH BARATALA TUNTUNG PANDANG.
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LAMPIRAN I11

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU NOMOR 503/3-1UP.OP4/DS-
DPMPTSP/IV/11/2020 TENTANG PERSETUJUAN
PERPANJANGAN TAHAP PERTAMA IZIN USAHA
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
KOMODITAS BLI nEsl KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH BARATALA TUNTUNG
PANDANG DI KECAMATAN BAJUIN  DAN
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH
LAUT (KW. 06 TW.IV-166/KALSEL, BLOK 1)

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
OPERASI PRODUKSI

Hak dan Kewajiban
A. Hak

1. Memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat.

2. Melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Opecrasi Produksi [K_ontruksi, Produksi,
Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan), scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Kontruksi,
Produksi, Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan), di dalam maupun
di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan,

4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan zin Usaha Pertambangan Opcrasi Produksi
(Kontruksi, Produksi, Pengolahan dan/atau Pemumnian serta Pengangkutan dan Penjualan), di
setiap bagian atau beberapa bagian Wilayah Izin Usaha Pcrtnmbangaq dengan alz_asan bahw?.
kelanjutan dari kegiatan Izin{ Usaha Pertambangan ‘Opérasi  Produksi (Kontruksi, Produksi,
Pengolahan dan/atauPemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan), tersebut tidak layak atau
praktis secaradangsung komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi
sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

5. Mengajukan  permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral
utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

6. Mengajukan ‘pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan
merupakan asosiasimineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan),

setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain d‘alam hal penggunaan setiap fasilitas yang
dimiliki oleh perusahaan lain setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dan diketahui
oleh Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

9. Pengalihan kepemilikan saham hanya dapat dilakukan dengan syarat harus memberitahu dan
mendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Kewajiban
1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.

Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan
pematokan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Gubemur
Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

]

3. Hubungan antara pemegang lzin Usa.hg Pertambangan Operasi Produksi dengan pihak keti
menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai kctcntuanppt:rundzt;ia
undangan. -

4. Melaporkan rencana investasi, rencana reklamasi dan rencana pascatambang k
: ; : epa
Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. 8 kepada Gubernyr
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p e -
S. IUI‘:IICIH at.k(!ll ]:ll'nlllﬂ.rl le]:llllnHI I melakukan '{(‘PI(I'-UI I] =25 L
| I l - i operasi prnf’l’k 1 scsuUa

H

7. Men i :
Novgjﬂﬁg“;’:ﬁ; I::]?:’:'?“ KC"’JH dan Anggaran Binya (RKAB) selambat-lambatnya pada bulan
Buberr Kalimantglul Isrt;n(t-lntl tahun depan dan realisasi kegiatan sctiap tahun berjalan kepada
kepada Menteri E L ‘”“‘“" cq. Dinas Encrgi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan
erl Energi dan Sumber Daya Mincral dan Bupati/Walikota.

8. Menys: i i i
(ﬁgzz‘:;;:&erl}tlanl Irfpornn kc.gmlml. Triwulan yang harus discrahkan dalam jangka waktu
o qu: sctelah }1!(]1:r dari Triwulan takwim secara berkala kepada Gubernur Kalimantan
Sumb q. Dinas Encrgi dan Sumber Daya Mincral dengan tembusan kepada Menteri Energi dan
mber Daya Mincral dan Bupati/Walikola.

9. i
‘:Elzbg? kCtCI';:Um'{ batas \?ﬂklu penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan
o p p:l"li 5::1;1];8;11;:1&"5(11 dimaksud pada angka 7 (tujuh) dan 8 (dclapan) tersebut di atas
am : ecpada pemepang Izi i i ak: iberik:
perngatan bl I gang lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi akan diberikan

10. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

30

asyarakat sekitar wilayah

11. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan M
dan Sumber Daya Mineral.

pertambangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi

12, Mcnya.mpa_.ikan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) sctiap tahun sebelum
penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

13. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

14. Membayar Iuran Tetap setiap tahun dan membayar royalti sesuai dengan Ketentuan perundang-
undangan. e

15. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang (KTT).
Usaha Pertambangan Operasi/Produksi (Kentruksi,
serta Pengangkutanpdan Penjualan), Keselamatan 1
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan. T (&

16. Permohonan/ perpanjangan Izin Usaha Pertambangan untuk Kegiatan Produksi harus diajukan
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum
berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan.

17. Kelalaian atas ketentuan tersebut
Operasi Produksi berakhir menurut hukum

jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan sejak berakhir
mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

18. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17, pemegang Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/aset pemegang Izin Usaha

Pertambangan menjadi milik pemerintah provinsi.
ambangan Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan

undangan.

yang bertanggung jawab atas Kegiatan Izin
Produksi, Pengolahan dan/atau Pemurnian
dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta

pada butir 16, mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan
dan segala usaha pertambangan dihentikan dalam
ak berakhirnya keputusan ini. Pemegang Izin harus
kecuali benda-benda/bangunan—

19. Pemegang Izin Usaha Pert ! _
sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh Pemerintah.

20. Pemegang lzin Usaha Pertambangan Opcra‘si Produksi membolehkan dan menerima apabila
pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan.
pkan kaidah pertambangan yang baik dan benar.

21. Menera
22. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
>3. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.

24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan

ketentuan peraturan pcrundang-undangan,
Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah terscbut sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau

nasional.

20
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27. Dilarang meli
g mclibatkan anak perusahaan  dan/atau afilinsinga  dalam  bidang usaha  jasa

pertambangan di Wilayah 1zin - ' o
et : in Usaha Pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan 1z

28. s
Melaporkan data dan pelaksanaan penggunann usaha jnsa penunjang.

29. Menye . . .
Pmd}l’;::ihll{:m SI.ILIruh data yang diperoleh dari hasil kegintan Izin Usaha Pertambangan Operasi
denzan tcmtl:)pmn Gubernur Kalimantan Sclatan cq. Dinas Encrgi dan Sumber Daya Mineral

usan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati/Walikota.

30. Menyampai
prod{lkmp'll:mn proposal yang sckurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan,
i an  pemasaran serta lingkungan  scbagai  persyaratan  pengajuan permohonan
perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

31. i i rugi :
l\Kﬂlen_‘lbcrlkap ganti rugi kepada pemegang hak alas tanah dan tegakan yang terganggu akibat
eglatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

32. Pemeg:;;ng lzin Usaha Pertambangan Opcrasi Produksi sebelum melaksanakan kegiatan
E‘;?;m angan (termasuk dalam kawasan) harus terlebih dahulu memiliki [zin Pinjam Pakai
san.

33. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) scsuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

34. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga yang ditctapkan oleh Pemerintah.

35. Kegiatan usaha_ pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tcmpat yang dilarang untuk
melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

36. Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyclesaikan hak
atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri.
38. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan kenstruksi antara lain meliputi :

- .

a. Fasilitas-fasilitas dan peralatanjpertambangan.
b. Instalasi dan peralatan penifigkatan mutu mineral /batubara.

Fasilitas-fasilitas bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-
dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas
terminal, bengkel-bengkel, daerah-dacrah penimbunan, gudang-gudang dan peralatan bongkar

muat.

d. Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-
jembatan, | kapal-kapal, feri-feri,  pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat
pendaratan pesawat, hanggar-hanggar, garasi-garasl, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas
radio dan telckomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon.

¢. Perkotaan, yang dapat meliputi rumah tempat .tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit,
teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk

tanggungan pegawai tersebut.

fasilitas air dan air bua.ngan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit
t berupa tenaga air, uap, gas atau diesel), jaringan-jaringan listrik,
sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan
brik, dan air buangan rumah tangga.

C.

f. Listrik, fasilitas-
tenaga listrik (vang dapat be
dam-dam, saluran-saluran air,
limbah (tailing), air buangan pa

Fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin,

bengkel-bengkel pengecoran dan reparasi.

h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau

cocok untuk operasi pengusahaan yang berkaitan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

atau untuk menyediakan pelayanan a
aktifitas vang sifatnya insidentil.

tau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

H. NAFARIN
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LANMPIRAN I
¥ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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Lampiran |

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : GO% /- WP.op4 /ps- PPwpTSP/W/M/ Boso

DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
OPERAS! PRODUKSI PERPANJANGAN PERTAMA

Nama : PD, BARATALA TUNTUNG PANDANG
Lokasi
- Provinsi : Kalimantan Selatan
- Kabupaten : Tanah Laut
- Kecamatan : Bajuin dan Batu Ampar
- Tahap Kegiatan : Operasi Produksi Perpanjangan Pertama
- Komoditas : Bijih Besi
- Kode Wilayah : 06 TW IV - 166/Kalse! (Blok )
-Luas : 451,9 Hektar
No. Garis Bujur Garls Lintang
Titik - : - e 5 : ” LU/LS
1 114 52 16,00 BT 3 47 56,00 LS
2 114 52 16,00 BT 3 47 18,10 Ls
3 114 52 6,10 BT 3 47 18,10 Ls
4 114 52 6,10 BT 3 47 6,80 Lo
5 114 51 39,70 BT 3 47 6,80 LS
6 114 51 39,70 BT 3 47 18,10 LS
b/ 114 51 23,90 BT 3 47 18,10 LS
8 114 51 23,90 BT 3 47 13,30 LS
9 114 51 18,80 BT 3 47 13,30 LS
10 114 51 18,80 BT 3 47 9,80 LS
11 114 51 17,10 BT 3 47 9,80 LS
12 114 51 17,10 BT 3 46 52,40 LS
13 114 51 57,10 BT 3 46 52,40 LS
14 114 51 57,10 BT 3 46 38,50 LS
15 114 52 59,00 BT 3 46 38,90 LS
16 114 52 59,00 BT 3 47 56,00 LS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. H. NAFARIN, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 198903 1 011

Dipindai dengan CamScal



